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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang

PERATURAN
BUPATI S1TUBONDU

NOMOR Y8 TAHUN 2010

TENTANG

URAJAN TUGAS AN FUNGSI

DINAS SOS[AL KABTIPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI SITUBDNDO,

bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Jan penataan
kelembagaen di Kabupaten Sitmbondo, terdapat perubahan fugas dan
fimpsi Dhnas Sosial Kabupaten bitubondo;

bahwa guna maksud scbagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan
Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tenmtang Uraian Tugas dan Fuegsi Dioas
Sosigl Ksbupeten Sitwbonde sudsh Gdsk sesusi  lsgi  delam
perketbangannya sehingga perlu dipgant;

hahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu
mengatur Uraian Tupgas dan Funpsi Dinas Soesial Kebupaten Sitsbondo
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Momar 12 ‘Tahun 1950 temang Pembenlukan Daerah-
dasrah Kabupaten dalam Lingkunpan Propinsi Jawa Timur (| .embaran
Megara  Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembsran Negwa Hepublik Indoncsia Tabwm 1974
Nomar 55, Tambahan T.embaran Negara Republik Indunesia Momor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomwor 43
Tahun 1999 lentang Perubahan Alas Undang-Undang Nemor § Tahan
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembzran Negara Republik
Indonesia Tabun 1990 Nomor 169, Tambahan Lembearan Negora
Hepublik Indonesia Nomor 389%0];

Undang-1ndang Nemor 17 Tabun 2003 tentang Keuanpgan Negom
{Lembaran Negara Reopublik Indonesia Tahun 2003 MNomor 47,
Tambghan Lembaran Negira Republik Fndonesia Nomor 4286);
Undang Undang Nomor 1 ‘1abun 2004 teniang Perbendaharaon Negara
{Lembaran Negara Reopublik fndonesia Tabun 2004 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

14,

15,

L6.

I'ndeng-{fndang Nomer 1 Tahun 2004 enteng Pembennakan  Foranmm
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Imdonesia “Uahun, 2004
Namor 53, Tambahan 1 emnbaran Negam Republik Indonesia Nomor 4389,
Lindang-Undange MNomor 75 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaon
Fembangunan Masiomal { Lembaran Megara Republik Indonesia Tabin
2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442173;

Undang—1Indang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republii Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indomesia Nomor 4437)
sebagaimanza felah divbah dengan Undang Undang Nomes 12 Tabun
2008 tentang Perubohan Kedua Atas Undang-Undang Nomeor 32 Tahun
2604 tentang Pemerintaban  1aerah ([embaran Negara Repuoblik
Indanesia Tahun 2008 Womor 59, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 4844);

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2G04 tentang Perimbangan Kewangan
Antara Pemerintah Pusat dan I"emerintahan Daerah {Lembiazm Negama
Fepublik Indonesia Tubun 2004 Nomor 126, Tambahan Tembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4438);

Undeng-Undang Nerom 11 Tabun 2009 temiang Kesjahterman Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 12,
Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesta Nomor 4967},

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perabahan Nama
dan Pemindahan Fempat Kedudukan Pemerintzhan Dacrah Kabupaten
Panatukan (Lembaran Nepgara Republik  Indonesia Tahun 1972
MNomor 38);

Peraturan Pemerintah Momor 103 Tabun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipii Dalan Jabatan Stukimal (Lembarzn Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indencsia Nomor 401E) sebagaimana {elzsh divboh
dengan Peratunn Pemermtah Nomor 13 Tahan 2062 tentzng Perobahan
Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (eniang
Penpangkatan  Pepawar Nepert Sipil  Dalam Jabutan  Struktral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tumbahan Lembazan MNegaru Republik [ndonesia Wamor 4194);
Peruturan Pemenntah Nomor ¢ Tahun 2003 temtang Wewenang
Pengangkatem, Pemindihan, dun Pemberhentian Pegawai Negen Sipil
{i.embaran WNegara Republik Indonesta Tahun 2003 Nomor 15,
Tambzhan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomer 4263);
Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolasn
Kenangan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Takan 2005
Nomor 140, Tambanhan Lembarsn Negara Republik  Indonesia
Nomor 45783,

Peraturan Pemerintahh Nomor 79 Tabhun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Penpowasin Penyelenggarsan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Ecepublik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 185,
‘I'ambahan Lembaran Megara Bepublik Indonezia Momar 45945,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Petnbagian Urusan
Pemenniahan Anlara Pemerintih, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Dacrah Kabupalen/fula (Lembaran Negara Requfilik
[ndonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Tembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4737,

Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tertany Orgamisasi Perangkat
Daemh (Lembaran Negarmm Remublik Indonesia Talmn 2007 Wognor 89,
‘Tambaban Lemharan Negars Repoblik Indonesia Newwr 47417);



Menetapkan :

17.

18.

19

20

21

24,

i

Peraturan  Menteri Oslam Negeri Nomor {3 Tahua 2006 tentang
Pedoman Peogelohom Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubiah
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahuan 2006
tentang Pedoman Pengclolazn Keuangan Dacrah:

Peraturan Menteri Daiom Neger) Numor 15 Tahun 2006 tentang Jenia
dan Rentuk Produk Hukum Dacrah:

Peraturan Menter: [dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentsng
Prosedur Tenyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menten Dralarn Negerd Noroor 23 Tahun 2007 tentany, Pedoman
Tata Cazz Pengawasan Adns Penyelenogaram Pemerinth Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerzh dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 teniang
Petunjuk Tcknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrah;

Perziuran MNaerah Kabupaten Situbonde Nomor 2 Tahun 2008 tentany
(Lenmbaran Dacrah Kabup(en Situbondo Tahun 2408 Nomor 2):
Peraturan Duerah Kabupaten Situbondo Nomer 03 Tabun 2008 tentang
Susynan Organisasi dan Tuta Kerja inas Daerah Kabupaten Siubondo
{Lembaran Dacrah Kabupsten Situbondo Tahun 2008 Nomor 63).

MEMUTEHSKAN :

FERATURAN BUPATT TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSTAL KABUPATEN SITUBONDO

BAE}
KETENTUAN LIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yung dimaksnd denpan :

1.
2.
i

Daerah adalah Kabuparen Situbondo.

Bupat: adalsh Bupali Sitebonda.

Dewan Terwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD
adalak Dewan Perwakilan Rakyat Duersh Kabupaten Situbondo,
Pemerintahan Ducrsh  adalah penvelenggaraan wrusan pemerintahan
oleh pemenniah dagrah dan DPRD menurut asas otooomi dan tugas
pembunbuam dengan prinsip otonomi selaas-luasnve dalam sistem danm

pringip Negara Kesstoan Republik Indonesia sebagimana dimaksud
dalam Undang-Undang, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemenniabh Daerah adalzh Bupsil den peranpket davrah sebagai vnsur
penyelergyam pemerintahan dasrah,
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Dinas Sosial, vang selanjitnya disebul [Wnas adalah Dinas Sosial
Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinag adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sitebondo.

Uric Petaksana Teknis [¥inas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unsur
I'elaksana Operasional Dinas di Lapangan.



(1)

(2

(2

HEAR IT
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
Dinas Sosial adalah unsur peluksana Pemerintah Daccah di bidang

sosial.
Thnas Sosial dipimpin olch Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab Kepada Dupati melalud Sekretaris Daerah,

Dinas Sosial dalam mulaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi
dibina dan dikourdinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pagal 3

Pinas Sg¢sial mempunysi tugas membaniu Bupati dafam melaksanekan
kewenangan di bideng aosial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Susial menyelenggarakan fungsi :

a
b.

o oo

o
"

—

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

penyelenggarman ussha preventif, kuratif, rehabilitatif, promotl, dan
pengembangan kesejahteram rosial;

pelaksanasn koordinasi penpelolaan usaha kesejahternan sosial sccara
terpady dan berkelanjutan;

pelaksanaan kebijakan himbingan, pelayanan dan bantuan sosial scrta
kepiatan rehabilitasi sosiak:

pelaksansan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejakteraun sostal;
pelaksanaan Kerjasama antar Kabupaten dan Lembaga di bidang sosial:
peoyusunan program di bidang sosial;

penghoordinasian, poenpendalian, pengawasan, den cvalvesi program
hidang sosial;

pelaksanaan program biduny sosial;

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekniz Dinas dalam lingkon Dinas
Sosial;

mengelalaan nrusan ketatagsahsan;

pelaporan hasil pelaksanaan tapas: dan

peiaksanaan tugas kedinasan. lain yang diberikan oleh Bupati.

BAR TI1
NDRGANISAS]
Pasal 5

Urpanisasi Dinas Sosial terdiri dari;

a.
b.

Kenala Dinas.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bapian Keuanpan: dan

3. Sub Bogian Porencansan, Evaluasi dan Pelaporast.

Ridang Pengembanygan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi



1. Scksi Penpembanpan Kclembagaan Kesejahweraan; dan
2. Seksi Pemberdayuan Fakir Miskin Lansia dan Anak Tefantar.
d. Bidanp Rehabilitasi Soaial, membawahi @
I. Reksi Rehahilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja; dan
2. Scksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dacrab Ko
e.  Bidanpg Bantuan dan Perlindungan Sasiul, membawehi ;
1. Seksi Bantnan Bencana Alam; dan
2. Seka Pedindungon Sosial.
f. LInil PPelaksana Teknis Dinas.
£ Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal &
(1} Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala
Bidang vang masing-masing berada dibawah dan bertangpumg jawab
kepada Kepnla Dinas.

{2y Masing-masing Sub Bagisn dipimpin oleh Kepala Sub Bapgian yang
berada i bawah dan bertangenng jawabh kepada Sekretaris.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin olch Kepala Scksi yang berada di bawah
dan bertangpung jawab kepada Kepala Bidang,

HAR TV
FENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bapian Kesatu
KEPALA DINAS
Iasal 7

Kepala Ddinas mempunyai  tupas memimpin, melakukan keordinan dan
penpendalian dalam penyclenggarsn kegiavm di brdang sosial.

Bagian Kedna
SEKRETARIAT
Pazal 8
Sekretariat mempunyal  tugas  membantu  Kepala Dlinas  dalam

pengkoordinagian, penvusunan program  dan  pelaksanaam  evaluas

penyelengparaan tugas-tugas Bidang secors terpadn dan tugas pelsyanasn
adminstrarif kepada selunth satnan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksapakon thgas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! &, Sekretariat

menyvelengarakan [umgsi

a. pelaksanaan tota vsaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga
Dinag, dan administrosi i linglumgan Dinas;

h. penyusunan rencana keriatan tahunan Dinas;

pengkoordinasian penynsneen program dan penyelengparasn tugas—

tugas bidang secara terpadu;

penyidpan bahan evaluasi lusas—togas biduny secars terpado;

pelaksanamm urusan kenangan;

pelahsamian Braean niam;

polaksanaan wusan kepogawaian;

L



(1]

(2)

1)

(2}

peiaksanaan kepatan ketatsusahaan;
pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tigas kedinasan lam yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Sud Bagian Umum

Pasal 10
Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 humf b angka
1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha
kepemwaian.
Dalam melaksanakan lupas subagaimana dimak«nd pada ayat {1}, Sub
Bagian TJmum menyclenggarakan fimgsi ;
a pelaksanaan urusan rumah tangpa dan protokol Dinas;
b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadmieistrasian
harang-hormg keperluin Dinas dan perbekalan lain;
pelaksansan urpgan soral - menyurat;
pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
pengadaan dan pemelibaraan perlengkapan;
pernbuatan lapenin invenlarisasi barang {aset) Dinas:
penyvelettggurase tugas  kepepeweminn  Dmas  yang  meliput
penpumpulan data kepegawaian, pembuatan  Daftar  Urnat
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkus
kemaikan  gaji berkola, kenskan pmgl‘-:at, mutast pegawar,
pengungkatan dun pemberbentian pegawai:
h. penyelenggaraan kesejahternan pegawai;
i. penyusunan Laporan Kepegawaiin,

oo

j.  pelaksanaan ketatausahaan;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Schretaris; dan

1. pclaksanaan tugas dinas lain yang diberikan vich Sekretaris scsual
dengan fugas dan fimpsinya.

Paragrafl
Sob Bagian Kewangan
Pasal i1

Sub Bagian Kcvangan schagaimana dimaksid dalam Pasal 5 buruf b
amgka 2. mempunyai tugas melaksanokan ketatausahaan dan tala usaha
keuangan.

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Keuangan menyclenggarakan fangsi :

a. penyusunan dokumen rencuns kegiatan dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggatan;

b. penylapan rencana pelaksanaan anppgaran Dinas;

¢. pelaksanaan administrasi keusngan dinas yang meliputi pembukuan,
realisasi anggaran pendapatan dan belania Dinas serta pembayaren
gaji pagawsai;

d. penyiapan laporun peranggungjawaban kenangan Dinas;

penyelesaian ninhtan panti rupl dan biaya pengelusran Dinas;

. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik den kenangan;

b
I



poinksanasn ketatnusaban;

pelaporan hasi] pelaksanasn tugasnya kepada Sckretaris; dan

i. peloksanssn togas kedinasan lain yang diberikan olch Sekrciaris
zesuai dengan megas dan fungsinya.

= s

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporuo
Pasal 12
{1) Sub Ragian Perencanaan, Cvaluasi don Pelaporan sebagaimans
dimeksied dalam Pasal 5 hwwf b oangke 3. mernpunym bupes
pereticanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan,
(2) Dalam melaksanakan lugas sehagaimana dimaksud pada avat (1), Sub
Ragian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaperan menyclenggarakan lings ;
4. penyusunan Renstra dan Renja Dinas:
penyusunan REA dan DPA Pendspatan, Refanja dan Pembiavasan
}inas,
penyusutan Budaya Kerja Dinas;
penyusuman LAKIP Dinas;
penyusunan cvaliemi kegistan Dinas;
pelaksanazan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;

penvusunan  Laporan  Peoyelengguman Pemenntahan  Daerah
(LPPDY,

h. pelaksanaan ketatausahaan:
pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

pelaksanaan tugas Kedinasan Jun yang diberikan olch Sekretans
sesual dengan tugas dan fungsinva,

=

LT R -

LT
v H

Bagian Ketiga
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pasal 13
Bidang Pengembangan dan ['emberdayaan Sosial mempunyai tuges

membenm Kepata Dinas dalam melaksanakan mgas Dinas Sosiat &i bideng
pengembangan dan pemberd ayaan sosial,

Fazal [d

Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pazal 13, Bidang

Pengembangan dam Pemberdayaan Sosial menvelenegarakan fimgsi

4. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembengsyaen
syl

b.  penyusunan program di bidang pengembangan dan pemberdayem
sosial;

v.  pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang pengerabangan dam pemberdayaan sosial;

d.  pembinaan  pengembangan  kelembagaan  kessjahteraan  scria
pertherdavaan fakir miskin, lansia dan anak terfantac

c.  pelaksanaan penyuluban dan  bimbingan sosial dalam rangka
mcnumbuhkan kesadaran sosial;

f.  pelaksanaan koordinasi dulam rangka pengembingan dan pemberdsyaan
sostal;



(1)

(2)

penylapun pernberion rekomendasi pendirian panti sosial asuhan bayi,
unak dam anuk terlantar scria rekomendasi penpanpkotan apak sesuai
ketentuan perundang undangan yanp herfaku;

pelaksanaan kepiatan ketatansahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksangan tugas kedinasan lain yang diberikan ofeh Kepala Dings,

Paraprafl 1
Sekxi Mengembangan Kelembagaan Kesejahteraan
Pasal 15

Scksi  Pengembangan Kelembagaan Kesgjahteraan  schapuimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ angka 1, mempunyai tvgas
melaksanakan sehapian tagas Bidang Pengembangan dan Pemberdavaan
Sesiul b bidang pengembangan kelembagaan kesejabterzan.

Dulam melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengembamgan Kelembagaan Kesejahteraan menyvelenggarakan fingsi :

a.

b.

penylapan behan, sarana dan media dalam rangka pelaksanaan
pengembangan kelecmbagaan kesejahteraan;

pelaksanaan  koordinasi denpgan instansi terkait dalam rangka
peluksanaan pembinaan di bidang pengembangan kelembagasn
kesapahteraan;

pelaksanaan penyuluhanfbimbingan  sosial untuk membangkitkan,
mengembangkan kcsadaran dan  tangpung jawab  sosial serta
melaksanskan perubahon  sosial di  bidany  pengembangan
kelembugaan kesejahtoraan;

penggalian,  perumbsan  dan  pengembangan  pilai-nilat
kesetinkawanan sosial yang dilandasi nilai-nifai budaya bangga
dalam upaya pengembangan kelembagaan kesejahteraan;
pelaksanaan bimbmgan dan konsuliasi icknis kegiatan sertn wpaya
meningkatkan pengembangan kelembagaan kesejahieraan;
penyiapan bahan pembinuan, pemberdaysan dun pendayagunaan
sorfa pengendalian usaha kesejahtcraan sosial vang dilaksssiakan
oleh lembaga sosial;

pelaksanaan  pelatihan  manajemen  orpanisasiflembaga  sosial
wasyarakat bidang ussha kescjahteraan sosial;

pembenian bantuan stimulans pemberdavaan dan sarans prasavanan
bagi crganisasilembapa sosial masyarakat bidang pengembangan
kulembigann kesejaliteraan:

pengawasan terhudap pencmpatan dan  pendayagunaam  kinerja
pekerja sosial professional dan fungsional pada panti — panti,
ergamsasi-arganisesi sosial / lemhaga sostal serta komuritas sosial -
pombinaan dan peningkatan mangjemen untuk pengembangan
kelembagaan kesejahteraan:

pelaksanaan akreditasi, pendaftaran dan pendaftaran ulany organizasi
snsial sesnad Ketentuan yanp berlakx

pembinaan dan penyelengearaan pelarihan kader Pekerga Sosial
Masyarakat {PSM);

. pembinaan, usahn dan kordinasi dulam rangka pengembanpan

kelembagaan kesejaliteman:

pelaksanaan bimbingan dan konsultasi «chnis nntok pengembangan
kelembapaan kescjahteraan;

penyelenggaraan ristisan dan percontoban lembagn kescjahieraan:



(1)

{2)

p- penpembangan kefembagaan kesejahteraan;

pelaksanaan ketatausahaun;

r. pelaporan hasil pelaksunaan topas  kepada  Kepala DBideng
Pengembanpgan dan Pemberdayaan Sosial; dan

5. pelaksanaan fugas kedinnsan tain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangen dan Pernberdayamn Sostal sesuai deogaa tugas dan
fangsinya.

bz

Taragraf 2
Seksi Pemberdeyaan Fakir Miskin Lansis dan Anak Terlantar
Paszul 16

Seksi Pemberdavaan Tukir Miskin Lansia dan  Anak ‘l'elantar

sebagaimana dimaksud dalom Pasal 5 horuf ¢ angka 2, mempamyad tagas

melaksanakan sebagian tupas Bidang PMenpembangan dan Pemberdayaan

Sosial di bidang pemberdayaan fakir miskin lansia dan anak texlantar,

Nalam melpksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemberdayaan  Fakir  Miskin @ Lansin  dan  Anak  Terlantar

menyelenggarakan fungsi

#. penviapan babun pembinaan dan pemberdayaan fakir rniskin lansia
dan anak terfantor;

b. pomberran hantuan stimulans pemberdayaan dan sarana prasaranan
bagi fakir miskin lansia dan anak ierlzntar;

. pengawasan terhadap penempatan dan pendayagunasn kinerja fakir
miskin fansia dan anak tetlantar;

d. pembinamm pemberdayaan fakir miskin, lansia dan anak terlantor;

¢ pelaksenuan penyuluhan dan bimbimgan sosial dolam  romgka
menumbuhkan kesadaran sosial umtuk pemberdayaan fakir miskin
lansia dan anak terlamtar;

I. pelaksanaan koordinasi dulam rangka pemberdayaan fakir miskin
lansia dan anak teclantar;

g. penyiapan bahan, sarana dan media dalam rengka pemberdaya:zn
fakir miskin lansia dan anak terlantar;

h. pelaksanaan koordinasi denpan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan fakic miskin langia
dan anak lerlantar;

i pelaksanaan bimbingan dan konswast tehnis umuk pemberdayaan
fakir miskin [ansia dan anak terTanter :

]- pensosialisasian pemberdayasn fakit miskin lansia dan  apak
terlantar

k. pelaksanzan ketatawsahaan;

L pelaporan hasil peloksanaan  tugas kepada Kepala Bidang
Pengembangan dan Pembentayaon Sosial; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan luin yung diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan dan Pembendayaan Sosial sesuai dengan wpas dan
fungsinya.

Bagian Kcempat
BINANG REHABH ITASI SOSIAL
Pasal 17

Bidang Rchahilitasi Sostal mempunyai tizgas membantu Kepals Dinas dalam
melaksanakarn tugas 1Jinas Sosisl di bidang rehabilitasi sozial,
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Pasal t8

Dalam welaksanakan tums sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
Rehabilitasi Sosial menyelengparakan fungs -

a.
b.

=

(D

(2}

perurnusan kebijakan teknis di bidang rehahilitasi sosial;

penyusunan program di idang sehabilitast sosial;

penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan di  bidang
tehubilitasi sasial;

pelaksmmasn pembinaan dan penyelenggaraan usaha-ussha rehabililasi
snsial;

pelaksanaun kootdinasi dengan instansi terkail dan badan sosisl swasta
dalam angka pembinaan dan pengendalian usaha-usaha rehabiitasi
soz1al; :
polaksanuan monitoring, evaluasi kegatan yang dilaksanakan bidang
richabilitasi sosial;

pelaksanaan kegialun ketatausehaan;

peiaporan hasi) pelaksanaan fugas; dan

pelaksanamm tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seksi Rehahilitagi Sosind Penyandang Cacat, Anak dan Remaga
Pasal 192

Sekel Rehahilitasi Sosia!l Penyandang Cacat, Ansk dan Remajs
sehagaimana dimoksnd datam Pasal 5 harnf d angka 1, mempmy: tugas
melaksanakan sebagian tsgas Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang
rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak dan remaja.

Dalam melaksanakan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Beksi
Rehabilitasi Sosinl  Pemyandang Cacat, Apak  dan  Remasja
menvelenggarakan fungs:

a. pelakssnean registrasi dan identifikasi penyandang cacal SCAAE JeTs
kecacatannya,

3. penyelenggacaan usajiadkegiatan cohabilitasi dan peloyaman zosial
penyandang cocal mefalui pami atau non panti, serta rehabilitasi
cosial anak dan remaja bermasalah (anak nakal, anak jalanan, anak
orban NAPZA);

¢. penyiapan hahan peobinaan dan bimbingan vzahs rebabilitasi sosial
anak dan remaja bermasalah {anak nakel, anak jalanan, anak korban
NAPZA)

d. pembinaan dan koordinasi dalam rmangks membaneu useha
rehabililasi sosial penvandang cacat dan penyaluran kembali ke
masyarakat;

e peleksaan kegiatan dan bantuan schagai  sarma PO ARLE
pengembangan usaha sosial ekonomi penyandang cacai, anak dan
remaja bermasalah;

f  peleksanaan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap ussha usaha
rehabilitasi sosial penyapdang ciacmt serta apnak dan  scmaje
bermasalah (anak nakal, anak jalanan, anak korban NAPZA),

o pelaksamaan koonfinasi dengan instansi terkait dan badan swasta
dalam upava rehabilitusi sosial penyandang cacat serta anak dan
remaja bermasalsh {anak  nakal, anak jalanan, snak korhan
HNAFZA);

h. pelaksanaan kelatausabaan;
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i, pelaporan husil pelaksannan mugas  kepade Kepala Bidang
Hehabilitast Sosial;, dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitas Sosial sesuai dengan tugas dan foagsinya.

1"aragraf 2
Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Daerah Kumuh
Pasal 20

beksi Rehahilitasi Tuna Sosial Daerah Kumuh scbagaimana dimakswd

dalam Pasal 5 oot d angka 2. mempunyii lugas melaksonskan

sebapian tugas bidang rehabilitasi sesial di bidang rchabilitasi tuna
sosial daerah kumuh.

Dalam melulsanakan tugas sehasaimana dinvakaud pada ayat (1), Scksi

Rehahilitasi Tuna Sosial Dacrah Kumuh menyelenggarakan fumgsi :

a penyelenggaraan usaha / kepiatan Rehabilitas Sosial Dacrak Kumh
(RSTK);

b. penviapan bahun npaiuk pembinasn usaha rehabilitasi zarsial
getandangan dan pengemis dan tuna sosial daerah kauh;

¢c. Melaksanakan pembinaan dan menyelengyarakan rehabilitasi sosial
bagi gelandangan. pengemis dan tuna sosial bak melahi panti
maupur non panti;

d. pelaksanaan koordinasi dengen instansi terkait dan hadan sosial
dalam pencegahan, penertiban, rehabilitasi sosial, gelandangan,
pengemis, tuma sosial daerah kumuh dan pengembalian ke dactah
asal;

e. mulaksanpan usaha dan kegistan rehabilitea sosial pelandangan
pengemis, hekas narupidana dan tuna sosial daerab kumuh;

f pemberian bimbinpan dan konsultasi tcknis tethadap upaya—upaya

rehabilitasy sosial polandangan pengemi: den tunn sosiah daersh

kurnuh;

petaksanaan Rehabilitast Sosial Daerah Kimuh (RSDK),

Pelakgannan ketatausahaan;

i. pelaporan hasil pclaksanaan tugas kepada  Kepala Bidang
Rchabilitasi Sosial; dan

j. peluksanaan tgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial sesuai denyan tugas dan fungsinya.

e

Bagian Kelima
RIDANG BANTUAMN DAN PERLINDUNGAN SOSTAL
Pasal 21

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai iugas membantu Kepala
Dires  delam  melaksanakan tugas Dinas Sozind i hidang bamtuan can
perlindungan sosial.

Fasal 22

Dalam melaksanakan tugas schugaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang
Bantuan dan Perfindunpan Sosial menyelenggarakan fimgsi -

d.

b.

penyiapan bahen dalam munpka perencanaan program bantuan dan
perlindungan sosial;

pelaksanaan koordinazi dalam rangka pembmaan, pemberian aniuem
dan perlindengan sosial torbadap kothan bencana atam, kerusuhon
massa, masalah kemiskinan dan tndak kekerasa,
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pelaksanaan koordinasi dufam rangka perlindungan dan dukungan sosial
melalui penggolongan partisipasi sosial masyarakat;

pelsksanuan bimbingan dan konsultasi teknis di bidang bantuan korhan
beneana dan peclindungan sosial;

polaksanaan  koordinasi dengan  instansi  terkait dalam rangka
meningkatkan keswadaysan masyarakat dalam pembangunsn;
pelaksanaan  pengawasap, pengendalian.  koordinesi memberikan
rekomendasi perijinan  lorhadap usaha pengumpulan dana  sosial,
sumbampan sosial dan undiim yang dikakukan oleh orgamsasi sosial doam
masyarakat:

pelaksanazn menitoring, evaluasi kegiatan yang dilak-<nakan bidang
bantuan dan perlindungan sosial;

pelaksanasn kegistan ketaigusahaan;

pelaporm basil pelaksansan tuges; dan

palaksanzan tugas kedinasan lain yany diberikan oleh Kepala Linas,

Paragraf 1
Scksi Bantuan Bencana Alam
Tosal 23

Scksi Bantuan Bencana Alam sehagaimama dimalsud dalam Pasal 5
huruf ¢ angka 1, mempunyar mgas melaksanakan sebagizae tugas bidang
hantuan dan perlindunpan sasial di bidang bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi

Bantuan Beneana Alam menyclengparakan fungsi

n. penghimpunan data temiang korban bencana alam sebagai baban
penyiapan bagt korbran bencana ;

b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanggulangan para korban
bencana ;

¢, pemberian bantuan bagi para korban benvana dan rehabilitesi sosiz

korhon beocana ;

pelaksanaan pembinaamn/pelatinan para korban bencans |

pelaksanaan/mencet ak kader-kader penanggulangan beacana ;

pelaksanaan ketatau sahain |

pelaporan hasil pelaksanaan mgas kepada Kepzla Didang Bantuan

dan Perlindungan Sosial ; dan

h. pelaksanaan tpas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bantuan dan Perlindunygun Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

wm oo

Paragraf2
Selesi Perlindungan Sosial
Pasal 24

Seksi Peclindungan Sosial schagaimans dimaksud dalam Pazal 5 hauf e
angka 2, mempunyai lugas melaksanukan sehagion lugas Bidang
Bantuan dan Perlindunpan Sosial di bidang perlindunpan sesial,

Dalarn melaksanakan wupas schagaimana dimaksod pada ayat (1), Seksi
Perlindungan Sosial menyelengparakan (angsi ;

a. penyiapan bahan pembinaan bidang kepiatan pengmnpuelan rang dan

harang serta sumhbangan sasial sesuai peraturan perandang-undangun
vanyg herlaky ;
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pembinaan dan upaya peningkatan usaha swadaya masyarakal <afam
penanpeulangan masalah kesejahteraan sosial dan badanforpanisasi
yang melaksanakan pengurmpulan uang dan barang |

pengadminisirasian data sumbangan sosial secara transparan dan
sosialisasi  peratunn  penmdang-undimgzm  tentang  umdian  dam
penpumpuian wang dan harang ;

. pengawasan, pengendalian dan koordinasi perijinan terhadap usaha

pungutan danza sosial, sumbangan sosial dan undian yang dilakukan
oheh vrganisast sosial dan masyarakat ;

pemhannan dan pelaksanasn kegiatan penyaluran bantusn spsial
yang berasal dari masyarakat dan pentenntah ;

pengidentifikasian sumhber dan potensi yang dapat dimanfaatkan
untuk kescjahteraan sosial, khususnya perlindungan sosiai ;
advokasi dan perlindungan sosaal ;

pengidentifikasian siteasi dan kondisi sosial, individivkelompok
vang bermasalah atuu memjadi kothan dan masalah sosial yang
menpganppu  tata  kehidupan  sosial  serta  menetima  laporan
pengaduan dari masyarakal ferulama para korban tindak kekerssan,
perlakuen saloh don pelunggaran Hak Azusi Manusia ;

pengkajian terhadap kelembagaan, potensi dan ketrampilan sosial
serth permasalsh sesial yarny berkembang dimasysraks ;
pelaksanaan kerjasama dempan instansi Iain dalam rangka pengkajian
masalah sosial ;

penyvsunan rumupsan hasil kajian dan upaya penanggulangan
permasalahan sosial ;

pelaksanaan ketatapssbaan ;

. pelaparan hasil peluksunaum lugas kepeda Kepala Bidang Bantuan

dan Pedindungan Sosiuf ;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidanp
Bantuan dan Perlindungan Sasial sesuai dengan tigas den fungsinya
BAB Y
KETENTUAN FENUEFUP

Fazal 25

Dengan berlakuniya Perstursn Bupati ini, maka Peraruran Bupati Sinubondo
Nomor 49 Takinm 2008 tentmg Urman Tugss dan Fangst Dhras Sosial
Kabupaten Situbondo dicabul dan dimyalakam Gduk bezlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulad berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mcngetahninya, moemerintahkan pengundanpan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerabh Kabupaten
Situbondo.
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Diundangkan di Situbondo
pada langgal §} 7 472 2015
Pit. SEKRETARLS DAERAH
KABUPATEN SITURBONDO,

i H.F HORRACHMAN, MM

Pembina Ulama Muds
NIP. 19570104 198343 1010
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